BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR: 49 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA,
DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas Tata Cara
Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Dana Bagi
Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun
Anggaran 2018;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun
2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi
Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi

Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang pembentukan
Kabupsaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4677);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
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terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA, DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah
Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 Nomor 13), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan
Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kepada Desa Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang
Tahun 2018 Nomor 40) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Empat Lawang.

2. Bupati adalah Bupati Empat Lawang.

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang.

4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan
Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat DPMDP3A adalah
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan
Masyarakat Desa, dan Bidang Pemerintahan Desa, dan Bidang

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
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Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat
BPKAD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Empat Lawang yang melaksanakan fungsi urusan penunjang Keuangan.
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Kepala Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang dipilih
langsung oleh penduduk Desa sebagai Pemimpin Pemerintah Desa.
Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan yang
terdiri atas Sekretariat Desa dan Pelaksana Teknis Lapangan (Kepala
Seksi sesuai dengan kebutuhan maksimal 5 orang) serta unsur
kewilayahan (Kepala Dusun).

Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan
Desa, Pemerintah Desa serta unsur Masyarakat yang diselenggarakan
oleh Desa untuk menyepakati hal yang bersikap strategis.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat
LPMD adalah lembaga lembaga yang dibentuk oleh mayarakat sesuai
dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam
memberdayakankan masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa,
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan
yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah
Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan ditetapkan secara demokratis.

Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi
urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
Operator Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi

urusan administrasi, perencanaan dan aplikasi keuangan desa.
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Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa,
dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APB Desa) atau peroleh hak lainnya yang sah.

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang
dialokasikan kepada Desa berdasarkan angka persentase untuk
mendanai kebutuhan Desa.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran Wajib yang
dilakukan orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan
langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan
Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi
atau badan.

Verifikasi adalah serangkaian pemeriksaan dokumen permohonan
penerbitan SPP Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak baik secara
administrasi dan fisik;

Nota dinas adalah naskah dinas yang bersifat internal berisi komunikasi
kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada bawahan dan dari
bawahan kepada atasan.

Surat pengantar adalah naskah dinas berisi jenis dan jumlah barang yang
berfungsi sebagai tanda terima.

Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi
keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan
pertimbangan kedinasan.

Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan
permintaan pembayaran.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah
dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan
oleh BUD berdasarkan SPM.

Penghasilan tetap adalah pendapatan yang diberikan setiap bulan dalam
bentuk uang kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam kedudukan

sebagai penyelenggara pemerintahan desa.
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Tunjangan adalah penghargaan dalam bentuk uang dan/atau fasilitas
yang dapat dinilai dengan uang yang diberikan kepada Kepala Desa dan
Perangkat Desa untuk menunjang pelaksanaan tugasnya.

Penerimaan lain yang sah adalah penerimaan selain penghasilan tetap
dan tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya
disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah merupakan program publik yang
memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko
sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraan nya menggunakan
mekanisme asuransi sosial.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki
jabatan pemerintahan.

Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan,
perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan
pelatihan, konsultasi, surpervisi pelaksana penyelenggara pemerintah

Desa.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan berikutnya

dengan mekanisme:

a. Setiap Desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan

Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada Bupati sesuai dengan kebutuhan

desa, dengan melampirkan:

1. verifikasi administrasi dan fisik dari tim pendamping lokal desa,
pendamping desa dan tim Kecamatan di Kecamatan masing-masing;

2. nota dinas dan surat pengantar dari Camat masing-masing yang

ditujukan kepada Bupati;

nota dinas dari DPMDP3A;

Fotokopi buku rekening desa;

potokopi NPWP desa;

o ok ow

surat pernyataan bendahara.

setiap pengajuan SPP dilengkapi dengan Laporan Pertanggungjawaban
Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil bulan sebelumnya yang dibuat
di desa dan diarsipkan di desa dan diperbanyak dan ditembuskan pada

Camat atau Kepala Seksi Kecamatan yang membidangi.
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(2) Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan

Retribusi Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan

secara berjenjang sebagai berikut:

a.

b.

desa mengajukan SPP;

tim pendamping lokal desa dan pendamping desa yang berada di
Kecamatan masing-masing melakukan verifikasi terhadap pengajuan
SPP desa dan memberikan rekomendasi pencairan;

Camat memberikan nota dinas kepada Bupati atas usulan SPP desa dan
rekomendasi tim pendamping lokal desa dan pendamping desa di
Kecamatan;

DPMDP3A mengeluarkan nota dinas pencairan kepada Bupati melalui
BPKAD dengan dasar nota dinas kecamatan atas pengajuan SPP desa.
BPKAD menerbitkan SPM dan SP2D atas usulan SPP yang diajukan

desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 15 Oktober 2018
BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.

H. JONCIK MUHAMMAD

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 16 Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd.

EDISON JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2018 NOMOR 49

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TRI_KARSILA, SIP., M.Si.|
NIP.197704242005012007
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